BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hapusnya
kewenangan menuntut karena daluwarsa yang diatur baik dari sistem hukum
poitif dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum
Islam sangatlah bertolak belakang, sebagai berikut:

1. Daluwarsa dalam hukum positif sudah diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) terkhusus pada pasal 78 bahwa hak
menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Selain alasan untuk kepastian
hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor
kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan
tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap
suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (materiele waarheid)
pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu
memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan
Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan
sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin
sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan
seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang
suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-
benda bukti dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu
menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya
waktu yang lama memperkecil keberhasilan, bahkan dapat menyebabkan
kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.

2. Daluwarsa di dalam Hukum Pidana Islam hanya masuk dalam bagian

yang menghapuskan hak untuk melaksanakan hukuman. Menurut
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prespektif Hukum Pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan
tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi
hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus.
Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat
dituntut atau perkaranya dapat diadili. Daluwarsa hanya berlaku
manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah
mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani
hukuman sebagai mana yang telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung
daluwarsa maka pelaksanaan hukuman menjadi hapus. Dengan
demikian orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan
hukuman yang telah dijatuhkan. Daluwarsa dalam Hukum Pidana Islam,
hanya bermata satu karena daluwarsa hanya berfungsi menghapuskan
pelaksanaan hukuman namun tidak menghapuskan penuntutan pidana.
Dan dalam hal ini dalam Hukum Islam daluwarsa dapat masuk dalam

penundaan hukuman.

B. SARAN

Para ulama dapat melakukan ijtihad berkaitan dengan pembahasa tentang
daluwarsa dalam Hukum Islam sehingga lebih jelas dan terarah. Dalam
pembentukan hukum positif dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana
kedepannya dapat menjadikan Hukum Islam sebagai pembanding dalam
pembentukan undang-undang baru terkhusus dalam hal daluwarsa. Serta utuk
diperjelas dalam penentuan kapan dimulainya penghitungan daluwarsa itu di
mulai, namun semuanya tetap kembali kepada pandangan para penegak hukum
demi kepentingan korban serta tersangka. Semoga lebih banyak buku-buku
hukum yang membahas tentang Daluwarsa Hukum Pidana baik secara Hukum

Positif maupun Hukum Islam secara khusus.
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